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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

       Dalam masa pemerintahan Jokowi-JK, terdapat program Nawacita atau 9 prioritas 

utama yang akan dijalankan selama pemerintahan tersebut. Poin keempat dalam 

Nawacita menjelaskan bahwa selama masa pemerintahan tersebut, perlindungan warga 

negara Indonesia (WNI) akan menjadi prioritas pemerintah (Ma'ruf, 2020). Menimbang 

hal tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia memasukkan perlindungan WNI sebagai 

salah satu pilar dalam menjalani politik luar negeri dengan menjadikan perlindungan 

WNI sebagai prioritas kedua. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024 di 

Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, pada 8 Januari 2023, disebutkan bahwa 

diplomasi perlindungan WNI selalu ditingkatkan dan diperkuat selama 9 tahun terakhir. 

Pengadaan dan penguatan instrumen hukum seperti Undang-undang (UU) dan 

Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) serta peningkatan kerjasama perlindungan 

WNI di tingkat bilateral, kawasan, dan global, telah dilaksanakan guna meningkatkan 

sistem perlindungan WNI (Fachri, 2024). 

       Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) termasuk dalam perangkat negara 

Republik Indonesia yang memiliki peran untuk menegakkan hukum, mengayomi 

masyarakat, dan melayani bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia (Polres 

Sumbawa, 2024). Disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Perkap) Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tentang Atase dan Staf Teknis Kepolisian 

Negara Republik  di Luar Negeri Pasal 3 Poin 3, bahwa adanya Atase Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Atpol) dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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(Stafnispol) yang berada dibawah naungan Divisi Hubungan Internasional 

(Divhubinter) Polri untuk melaksanakan tugas-tugas Polri berupa: 

1. membina keamanan serta ketertiban umum di dalam wilayah hukum Indonesia di 

negara/wilayah penugasan; 

2. melakukan pelayanan sebagai Polri untuk seluruh WNI di negara/wilayah 

penugasan; 

3. melakukan asistensi dalam melindungi dan mengayomi WNI di negara/wilayah 

penugasan; dan 

4. melakukan kerjasama dengan Atase/Staf Teknis Perwakilan lainnya di 

negara/wilayah penugasan. 

Berdasarkan Perkap tersebut juga, Polri dalam mengemban tugas di bidang hubungan 

internasional, Atpol dan Stafnispol ditempatkan di kantor perwakilan atau Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Hal ini juga dimaksudkan untuk 

membantu misi-misi diplomatik yang dimiliki tiap-tiap KBRI di luar negeri yang 

memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas Polri. Berlandaskan hal tersebut, salah satu 

tugas pokok Polri adalah melindungi WNI, hal ini sesuai dengan prioritas dari politik 

luar negeri Indonesia yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi pada pidato PPTM-

nya (Humas Polda Lampung, 2024). 

     Selain itu, Atpol dan Stafnispol juga ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi 

bersama dengan institusi Kepolisian/lembaga penegak hukum dari negara lain sesuai 

dengan negara/wilayah penugasan dalam rangka menanggulangi dan mengurangi 

adanya kejahatan transnasional/internasional. Kejahatan transnasional didefinisikan 

sebagai kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melibatkan 

dua negara atau lebih (Poerana, 2019). Kejahatan transnasional ada banyak jenisnya, 
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tindak pidana korupsi (corruption), tindak pidana pencucian uang (money laundrying), 

tindak pidana telematika (cybercrimes), tindak pidana terorisme (terrorism), dan tindak 

pidana penyelundupan manusia (people smuggling), dan tindak pidana perdagangan 

orang atau TPPO (trafficiking in person) (DPR RI, 2023). Tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO) merupakan sebuah fenomena ‘gunung es’ yang dapat dikatakan bahwa 

kasus yang belum terungkap lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terungkap. 

Oleh karena itulah, Presiden RI, Joko Widodo, menjadikan TPPO sebagai salah satu 

persoalan mendesak yang harus ditangani bersama. Dikatakan oleh Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, bahwa dalam 

menangani kasus ini, aparat penegak hukum saling berhubungan untuk mencegah 

terjadinya TPPO sedini mungkin. Masyarakat diharapkan dapat mewaspadai serta lebih 

berhati-hati dalam memilih pekerjaan atau ketika mendapatkan tawaran pekerjaan. 

Karena TPPO tidak dapat dibasmi hingga tuntas, namun angkanya dapat diturunkan 

(KEMENKO PMK, 2023).    

     Salah satu kasus TPPO yang terbesar pernah terjadi di awal tahun 2023 sampai 

dengan saat ini ialah kasus yang terjadi di perusahaan Colorful and Leap Company di 

kawasan Clark Sun Valley Hub Corporation di Pampanga, Filipina. Terdapat 1.213 

korban pada kasus tindak pidana ini yang dimana, didapati 246 WNI dan dua diantara 

WNI tersebut diduga merupakan tersangka kasus tindak pidana ini (Hukmana, 2023). 

Kasus ini berhasil diketahui setelah adanya tiga WNI yang menghubungi Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila melalui  hotline yang mereka miliki. Ketiga 

WNI tersebut menjelaskan mengenai adanya kejanggalan dari tempat mereka bekerja. 

(Wancoko & Hikmia, 2023).   

      Berdasarkan data dari Phillippines Amusement and Gaming Corporation 

(PAGCOR), Colorful and Leap Group Company sendiri merupakan perusahaan yang 
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berdiri di Pampanga, Filipina, yang bergerak dibidang permainan dalam sebuah 

kawasan perusahaan yang disebut dengan Clark Sun Valley Hub Corporation. Colorful 

and Leap Group Company berada dibawah naungan CGC Technologies, Inc. Namun,  

perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Filipina dan 

PAGCOR selaku penerbit legalitas perusahaan gaming. Berkaitan dengan adanya 

operasi pencarian serta penyelamatan yang dilakukan oleh antar lembaga kepolisian 

yang berwenang yang dipimpin oleh Philippines National Police (PNP), ditemukan 

bahwa perusahaan tersebut melakukan penipuan investasi mata uang kripto, penawanan 

secara ilegal, dan TPPO. Oleh sebab itu,  PAGCOR mencabut legalitas yang dimiliki 

oleh CGC Technologies, Inc sebagai bentuk sanksi setelah diketahui adanya tindak 

pidana kriminal tersebut (Inside Asian Gaming, 2023).  

       Dalam menangani TPPO, dibutuhkan peran dari Satgas atau lembaga terkait untuk 

menangani tindak pidana ini. Salah satu peran yang dapat membantu dalam menangani 

TPPO ini adalah dengan berdiplomasi. Diplomasi sendiri merupakan sebuah proses 

negosiasi yang dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan lintas batas negara melalui 

perantara para aktor diplomasi dengan tujuan utama menciptakan rasa aman bagi 

masyarakat secara global. Adanya negosiasi dalam melakukan diplomasi karena para 

aktor yang mewakili negara tersebut memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan 

kepentingan negaranya, oleh sebab itu dibutuhkannya negosiasi agar aktor diplomasi 

dapat menemukan titik tengah yang akan menguntungkan kedua pihak (Fajri, 2022). 

Dalam penelitian ini, penulis memilih diplomasi perlindungan WNI sebagai konsep 

dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan karena sejalan dengan priotitas politik luar negeri 

Indonesia dan kepentingan Indonesia dalam melindungi WNI korban TPPO di 

perusahaan Colorful and Leap Company di kawasan Clark Sun Valley Hub Corporation.  
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Seperti yang telah dijelaskan, TPPO merupakan sebuah kejahatan 

transnasional terorganisir yang menyebabkan dibutuhkannya kajian terkait strategi yang 

jelas dalam menanganinya. Penelitian ini akan membahas bagaimana proses diplomasi 

yang dilakukan oleh Polri dan KBRI Manila terhadap penanganan TPPO yang terjadi di 

Colorful and Leap Company di kawasan Clark Sun Valley Hub Corporation di Filipina. 

Alasan penelitian ini dilakukan juga karena adanya stigma pada masyarakat, terkait 

kinerja aparatur negara karena upaya dan strategi yang dilakukan dalam menangani 

sebuah kasus terkesan tidak maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dimulai dari 

setelah terungkapnya kasus hingga bagaimana proses pemulangan yang dilakukan oleh 

para aktor. Selain itu, urgensi dari penelitian ini karena kepulangan para korban TPPO 

yang memakan waktu lebih banyak apabila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya 

berdasarkan data yang didapati dari Divhubinter Polri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan dari uraian masalah yang telah penulis tuangkan dalam latar belakang, 

penulis menarik rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya diplomasi perlindungan 

WNI yang dilakukan oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina dalam menangani kasus 

TPPO studi kasus Clark Sun Valley Hub Corporation di Filipina? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

      Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai penulis 

adalah menjabarkan dan menguraikan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Polri 

terhadap Kepolisian Filipina dalam menangani kasus TPPO studi kasus Clark Sun 

Valley Hub Corporation di Filipina. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

       Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini akan memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, baik bagi peneliti secara pribadi, 

bagi pengembangan keilmuan program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, juga manfaat untuk masyarakat luas. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini nantinya akan membantu 

para peneliti lainnya sebagai referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang 

masih selaras dengan penelitian ini, yaitu negosiasi dalam menangani kasus TPPO 

oleh Polri terhadap Kepollisian Filipina.  

1.4.2 Manfaat Praktis 
       Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

bagi peneliti juga masyarakat luas mengenai bagaimana diplomasi yang dilakukan 

oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina dalam melakukan perlindungan terhadap 

para korban TPPO. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat untuk program studi untuk menambahkan perkembangan 

pembahasan yang ada dalam program studi itu sendiri.  Hasil penelitian juga dapat 

dijadikan sebagai bentuk gambaran bagi para pembaca mengenai upaya diplomasi 

apa saja yang telah dilakukan oleh unit analisis dalam menangani kasus TPPO ini.  
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